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MOTTO
“Dan orang-orang yang memelihara amanah Allah dan amanah para hamba-Nya.
Mereka juga memelihara janji, tidak menghianatinya, tetapi sebaliknya memenuhinya

secara sempurna.”

(Q.S Al-Mukminun : 8)
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RINGKASAN

Industri Rumah Tangga merupakan industri yang banyak di gemari oleh
masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang berbondong-bondong membangun
industri rumah tangga di rumah mereka. Namun karena minimnya pengetahuan tentang
industri rumah tangga terhadap pelaku bisnis baru ataupun lama membuat para pelaku
usaha seakan-akan hanya memenintingkan keuntungan daripada gizi, mutu serta
kualitas terhadap para konsumen. Dengan minimnya hal tersebut BPOM maupun Dinas
Kesehatan setempat diharapkan mampu mensosialisasikan pentingnya perijinan untuk
IRT serta membangun cara berpikir yang baik agar tercipta hal yang saling
menguntungkan baik pelaku usaha atau produsen maupun konsumen, tentu saja hal ini
untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen seperti Undang-undang No 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu produk industri rumah tangga yang siap
edar harus melalui beberapa tahapan kelayakan pangan seperti pengecekan produk
makanan atau minuman itu sendiri melalui Laboraturium yang disediakan serta harus
atau telah memiliki Nomor PIRT itu sendiri. Rumusan masalah yang diangkat dalam
skripsi ini adalah; Pertama, bagaimana pengaturan Industri Rumah Tangga di
Indonesia; Kedua, bagaimana pengaturan keamanan pangan olahan di Indonesia
khususnya yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga; Ketiga, Bagaimana
membangun standar keamanan pangan olahan yang diproduksi oleh Industri Rumah
Tangga untuk melindungi kepentingan konsumen. Tujuan dari penulisan skripsi ini
adalah untuk persyaratan dalam menyelesaikan studi I[lmu Hukum Universitas Jember
serta untuk mengetahui dan menganalisa yang terkait dengan jawaban atas rumusan
masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah
yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau
norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam
penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)
menelaah semua undangundang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum
yang sedang ditangani serta pendekatan konseptual (Conceptual Approach).

Tinjauan Pustaka menguraikan tentang pengertian Perlindungan Konsumen yang
terdiri dari, pengertian perlindungan konsumen, asas perlindungan konsumen dan
tujuan perlindungan konsumen. Menguraikan tentang pengertian Konsumen yang
terdiri dari pengertian konsumen dan hak dan kewajiban konsumen. Menguraikan
tentang pengertian Pelaku Usaha yang terdiri dari pengertian pelaku usaha dan hak dan
kewajiban pelaku usaha. Menguraikan tentang pengertian Produk Makanan yang
terdiri dari pengertian produk, pengertian makanan dan standar keamanan pangan
olahan (HACCP). Menguraikan pengertian Industri Rumah Tangga yang terdiri atas
pengertian industri rumah tangga, jaminan usaha produk olahan industri rumah tangga,
tata cara mendapatkan SPP-IRT.

Hasil penelitian terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan
Industri Rumah Tangga di Indonesia, bahwa pengaturan Industri Rumah Tangga di |
ndonesia sudah diatur dalam aturan tertulis dimana peraturan-peraturan tersebut sudah
mengatur dari bahan, pengolahan serta pelanggaran yang dibuat oleh pelanggar Industri
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Rumah Tangga seperti, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah, Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,
Peraruran Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi
Pangan serta, Perka BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian
Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Pengaturan keamanan pangan
olahan di Indonesia yang Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga keamanan pangan
tentunya adalah hal terpenting dari apa yang dihasilkan dalam produk olahan industri
rumah tangga dalam hal itu dibutuhkan sebuah peraturan yang mengatur untuk
melindungi kepenting konsumen dari bahan atau zat yang berbahaya yang terkandung
dalam produk pangan, maka dari itu sudah ada peraturan keamanan pangan produk
pangan olahan industri rumah tangga yang tertulis yaitu Undang-undang Nomor 18
Tahun 2012 tentang Pangan, PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan
gizi pangan, PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Membangun
standar keamanan pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga, cara
meningkatan kualitas keamanan pangan di Indonesia sendiri tentu dengan
meningkatkan kualitas SDM, Pembinaan dan pendampingan untuk praktek pengolahan
dan sanitasi yang baik, akses terhadap fasilitas, pengembangan bahan tambahan pangan
yang aman dan peningkatan aksesnya serta Inspeksi dan pengawasan.

Kesimpulan terhadap pembahasan yang telah dijabarkan tersebut ialah: 1)
pengaturan mengenai Industri Rumah Tangga di Indonesia pada dasarnya tidak
memiliki pengaturan secara eksplisit namun bukan berarti tidaak ada pengaturan yang
mengatur mengenai IRT. Industri Rumah Tangga diatur dari berbagai macam produk
hukum, namun tidak dapat dipungkiri masih banyak produsen yang belum mematuhi
aturan tersebut 2) pengaturan keamanan pangan adalah bagian terpenting dari suatu
bagian yang diciptakan oleh produksi industri rumah tangga, maka dari itu sudah diatur
pula mengenai keamanan pangan untuk mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh
konsumen 3) Meningkatkan standar keamanan pangan tidak dapat dilakukan oleh salah
satu pihak saja, perlu Kerjasama seluruh pihak yang bersangkuta untuk meningkatkan
standar keamanan pangan dan tentu juga dengan meningkatkan fasilitas serta SDM.
Saran penulis atas permasalahan yang telah diangkat dalam pembahasan ialah 1)
hendaknya pengaturan industri rumah tangga di Indonesia harus memeliki pengaturan
secara khusus untuk lebih memudahkan penegak hukum serta pelaku usaha untuk
menghormati mengenai Industri Rumah Tangga 2) hendaknya para pelaku usaha
membuat produk pangan sesuai standar yang telah ditentukan serta Dinkes dan BPOM
melakukan pengawasan kepada Industri Rumah Tangga 3) Hendaknya Dinkes dan
BPOM melakukan soasialisasi untuk meningkatkan kualitas SDM serta fasilitas demi
menunjang keamanan produk pangan yang lebih baik.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan membuat teknologi menjadi selalu
baru, tanpa terkecuali bidang telekomunikasi khususnya media internet. Adanya
perkembangan tersebut membuat ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa dapat
melintasi batas-batas wilayah suatu Negara dengan bebas. Kondisi sedemikian rupa
mendukung efek pertumbuhan ekonomi yang lebih luas di dunia. Indonesia juga
merasakan efek tersebut sehingga perkembangan arus barang dan/jasa menjadi mudah
didapatkan terkhususnya yang diuntungkan adalah konsumen.?

Ditengah pesatnya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan maka masyarakat
dituntut untuk kreatif, salah satu bentuk kreatif tersebut adalah dengan cara membuat
produk makanan olahan rumah tangga. Produk makanan adalah salah satu obyek
pengaplikasian bentuk kreatif masayarakat. Bentuk makanan olahan pun bermacam-
macam yaitu makanan cepat saji dan makanan tidak cepat saji. Produk makanan olahan
tentu saja tidak dapat dilepaskan dari pelaku usaha dan konsumen.

Di lain pihak, kondisi globalisasi saat ini dapat mengakibatkan kedudukan
pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen dapat menjadi obyek
aktivitas bisnis dari pelaku usaha melalui iklan, promosi, cara penjualan, serta
penerapan perjanjian-perjanjian standar yang merugikan konsumen.? Dengan keadaan
seperti ini banyak pelaku usaha yang mengambil kesempatan dalam kesempitan
sehingga begitu banyak industri makanan dan minuman rumahan yang bermunculan.
Sesuai Undang-Undang yang mengatur tentang standarisasi atas Keamanan, Mutu dan

Gizi Pangan yang tertuang dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang

! Setiantoro, Putri, dan Novitarani, “Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen dan Penyelesaian
Sengketa E-Commerce di Era Masyarakat Ekonomi Asean.” Jurnal Rechtsvinding Vol 7, Nomor 1, 1
April 2018 him.2.

2 1bid, him.2.
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Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (yang selanjutnya disebut Undang- Undang
Keamanan Mutu dan Gizi Pangan) menurut Dinas Kesehatan yang dimaksud industri
rumah tangga pangan adalah :
“Industri rumah tangga pangan adalah Perusahaan pangan yang memiliki
tempat usaha ditempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan
manual hingga semi otomatis”

Tidak sedikit makanan kemasan rumahan yang beredar di masyarakat tidak
didaftarkan pada Dinas Kesehatan, banyak pelaku usaha yang tanpa adanya ijin
produksi mengedarkan makanan kemasannya kepada masyarakat melalui warung-
warung kecil yang ada diwilayahnya dan terkadang makanan yang diedarkan tidak
layak untuk dikonsumsi. Seperti yang terjadi di Surabaya pada tahun 2017 yang lalu,
usaha Industri Rumah Tangga yang berupa sirup telah beredar luas di Masyarakat
namun usaha tersebut tidak memiliki SPP-IRT sehingga usaha tersebut di grebek
langsung oleh pihak Polrestabes Surabaya. Usaha sirup tersebut cukup memiliki nama
di masyarakat yaitu Sriti Mas dan dalam kasus ini Vonny selaku pemilik usaha di jerat
dengan Pasal 142 jo pasal 91 UU Republik Indonesia No 18 Tahun 2012 tentang
Pangan Tanpa lzin Edar. Tentu hal yang dilakukan Vonny tersebut sangat
membahayakan konsumennya karena tidak di uji laboraturium dan tidak memiliki SPP-
IRT. Mungkin dampak yang ditimbulkan tidak langsung terjadi pada saat
mengkonsumsi makanan tersebut, namun bila terlalu sering dikonsumsi maka lambat
laun akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan konsumennya. Padahal sudah
jelas ada Undang-undang yang mengatur tentang standarisasi atas Keamanan, Mutu
dan Gizi Pangan yang ada dalam Undang-undang Kemanan Mutu Dan Gizi Pangan,
seperti yang tertuang dalam bagian menimbang huruf a dalam Undang-undang tersebut
bahwa masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang dapat merugikan dan/atau
membahayakan kesehatan.

Dalam keadaan seperti ini, dibeberapa sisi menunjukan adanya berbagai

kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak memiliki kedudukan yang
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“aman”®, yang dimaksud dengan tidak amannya konsumen adalah merasa ditipu atau
dicurangi sehingga mengalami kerugian materiil maupun imateriil terkait dalam
mengkonsumsi barang atau produk.

Dalam upaya mengembangkan industri tersebut, maka pemerintah melalui
berbagai instansi terkait melakukan berbagai upaya pembinaan, baik yang bersifat
teknis cara produksi, manajemen pemasaran maupun melalui peraturan yang ada untuk
menjamin tersedianya pangan yang baik dan sehat bagi masyarakat. Berbagai peraturan
tentang pangan, tidak terlepas dari perlindungan konsumen, agar dapat mengkonsumsi
pangan yang aman. Pangan yanag aman, bermutu, dan bergizi sangat penting
peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharan dan peningkatan derajat kesehatan serta
peningkatan kecerdasan masyarakat.

Berdasarkan UU RI No 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur bahwa
tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan adalah untuk tersedianya
pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan
kesehatan manusia. Mengingat hal tersebut diatas maka SPP-IRT(Sertifikat Pangan
Produksi Industri Rumah Tangga) dan izin Dinas Kesehatan sangat dibutuhkan untuk
meningkatkan kualitas Industri Rumah Tangga pangan dalam posisi strategis dan sehat.
Dan tentunya untuk mendapatkan SPP-IRT tersebut harus melalui tahapan-tahapan
tertentu yaitu dengan memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan dan Hasil
Rekomendasi Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Ini berbanding terbalik dengan apa yang ada di lapangan, banyak pelaku usaha
yang masih tidak memiliki SPP-IRT. Karena pada umumnya konsumen tidak
mengetahui dari bahan apa produk itu dibuat, bagaiman proses pembuatannya serta
strategi pasar apa yang dijalankan untuk mendistribusikannya, maka diperlukan aturan

hukum yang mengatur untuk melindungi hal-hal tersebut. Perlindungan itu

3 Sri Redjeki Hartono, 2000 Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka
Perdagangan Bebas, dalam Husni Syawali & Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen,
Mandar Maju , Bandung, him.33
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sesungguhnya berfungsi menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pengusaha,
dengan siapa mereka saling berhubungan dan saling membutuhkan.*

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulisan tertarik untuk
menganalisis dan menulis karya ilmiah  dalam bentuk skripsi dengan judul
“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN
OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA”

1.2. Rumusan Masalah
Dengan bertitik tolak dari latar belakang masalah dan pemilihan judul

sebagaimana telah dijelaskan maka pembahasan selanjutnya akan bertumpu pada
rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pengaturan Industri Rumah Tangga di Indonesia?

2. Bagaimana pengaturan keamanan pangan olahan di Indonesia khususnya yang

diproduksi oleh Industri Rumah Tangga?
3. Bagaimana membangun standar keamanan pangan olahan yang diproduksi oleh

Industri Rumah Tangga untuk melindungi kepentingan konsumen?

1.3.  Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah
sebagai berikut :
1.3.1  Tujuan Penelitian Umum
Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ialah :
1. Memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai syarat utama yang bersifat
akademik untuk mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan

kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember.

4 Celina Tri Siwi Krisyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,
him.26
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2. Sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh diari
perkuliahan yang bersifat teori dan praktik yang terjadi di kehidupan
masyarakat.

1.3.2  Tujuan Penelitian Khusus
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penulis
dalam penelitian ini,yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami peraturan yang mengatur Industri Rumah
Tangga di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan keamanan pangan olahan di
Indonesia Khususnya yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.

3. Untuk mengetahui dan memahami pembangunan standar keamanan pangan
olahan yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga untuk melindungi

kepentingan konsumen.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang
difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum
positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji
berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan-
peraturan, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian
dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Penelitian
hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-
about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan

isu hukum yang dihadapi.®

5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2017. him. 60.
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1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan
pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek
mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang
digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (statue
approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical
approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan
konseptual (conseptual approach) .Berkaitan dengan hal tersebut penulis
menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu
hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka
kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian
antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara
undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-
undang, serta membuka kesempatan bagi peneliti untuk memahami kandungan
filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu.® Undang-Undang itu terdiri
dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undanga Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2012 Tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Keseharan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan,
Mutu dan Gizi Pangan, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Publik
di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Peraturan Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pendaftaran Pangan Olahan, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012

¢ 1bid., him. 133.
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Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Pangan Olahan Industri Rumah
Tangga.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yang beranjak dari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
Dengan mempelajari pandangan-pandangan dari doktrin-doktrin di dalam ilmu
hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-
pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan
dengan isu yang dihadapi.” Konsep-konsep yang berkaitan dengan pengaturan
Industri Rumah Tangga, pengaturan keamanan pangan olahan dan standar
keamanan pangan olahan sebagai upaya mencegah produk pangan olahan yang
tidak di daftarkan akan dapat menjawab isu hukum yang penulis gunakan
sebagai topik permasalahan.

1.4.3 Bahan Hukum
Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk
memecah permasalahan yang ada sekaligus memberikan presepsi mengenai apa yang
seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
meliputi, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif
yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum pimer terdiri dari
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan
perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.® Bahan hukum primer yang
digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-
undangan yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

" 1bid., him. 135.
8 1bid, him.141
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan
Gizi Pangan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Pangan
Industri Rumah Tangga.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi
buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar
atas putusan pengadilan,® sehingga dapat mendukung, mebantu, melengkapi, dan
membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi
ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks
berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-tulisan
ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan jurna-jurnal hukum sehingga
keberadannya bisa untuk dipertanggungjawabkan secara hukum.
1.4.3.3 Bahan Non Hukum
Bahan non hukum digunakan sebagai penunjang dari sumber bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini. Tentang bahan
non hukum Peter Mahmud Marzuki memberikan pendapatnya :1°
“Bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

yang menambahkan perbendaharaan bahan-bahan hukum, yaitu dapat

® 1bid, him.150
10 1bid, hIm.143
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berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat,

kebudayaan, ataupun laporan-laporan tentang penelitian non-hukum,

internet dan juga jurnal-jurnal non hukum selama masih dalam ranah

yang berkaitan dengan topic penelitian.”

Bahan non hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah sumber-sumber
bacaan dari internet dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan produksi
kemasan.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk
menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum. proses
tersebut dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu:!!

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak
relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang
mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-
bahan yang telah dikumpulkan;

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu
hukum;

5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun
di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah tersebut merupakan sebuah analisis untuk mendapatkan
hasil analisa yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang dihadapi, sehingga
penelitian hukum yang dilakukan dapat menemukan kesimpulan yang relevan. Hasil
dari analisa hukum yang tealah diuraikan tersebut akan dapat memberikan suatu
pemahaman yang jelas dan lengkap atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian

ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode deduktif. Metode

1 1bid., him. 213.
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deduktif adalah suatu kerangka atau cara berfikir yang bertolak dari sebuah asumsi atau
pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna
lebih khusus. Penalaran deduktif merupakan salah satu cara berfikir logis dan analistik,
yang tumbuh dan berkembang dengan adanya pengamatan yang semakin intens,

sistematis, dan kritis.
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BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Perlindungan Konsumen
2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Sesungguhnya peranan hukum dalam konteks ekonomi adalah menciptakan
ekonomi dan pasar yang kompetitif. Terkait dengan hal ini pula, bahwa tidak ada
pelaku usaha atau produsen tunggal yang mampu mendominasi pasar, selama
konsumen memiliki hak untuk memilih produk mana menawarkan nilai yang terbaik,
baik dalam harga maupun kualitas. Perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-
barang kualitas rendah, akan tetapi juga terhadap barang —barang yang membahayakan
kehidupan masyarakat.'?

Perlindungan hukum bagi konsumen dilakukan dengan cara intervensi Negara
untuk melindungi hak-hak konsumen dalam bentuk perundang-undangan.
Perlindungan diberikan kepada konsumen karena posisi tawar konsumen yang lemah
dan sekaligus sebagai tujuan hukum yakni memberikan perlindungan (pengayoman)
kepada masyarakat. Perlindungan hukum kepada masyarakat tersebut harus
diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum menjadi hak konsumen.®

Perlindungan konsumen adalah isitilah yang dipakai untuk menggambarkan
perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk
memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumenitu sendiri. Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya
disebut UUPK menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.*

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan vyang luas, meliputi

perlindungan konseumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan

12 Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta : Kencana prenada Media Group. 2013.
HIm.21

13 Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen , Bandung, Penerbit Nusa Media, 2010, him.3

14 pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

11
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untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian
barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa
tersebut. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam 2 aspek, yaitu :*°

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada
konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.

2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil
kepada konsumen.

Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat
melalui undang-undang khusus memberi harapan agar pelaku usaha tidak lagi
bertindak sewenang-wenang selalu merugikan hak-hak konsumen. Dengan adanya
UUPK beserta perangkat hukum lainnya , konsumen memiliki hak dan posisi yang
berimbang dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata haknya telah
dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.®

Adapun alasan yang untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan secara
khusus mengatur dan melindungi konsumen dapat disebutkan sebagai berikut :/

1. Konsumen memerlukan pengaturan sendiri, karena dalam suatu
hubungan hukum dengan konsumen merupakan penggunan barang
dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk
diproduksi atau untuk diperdagangkan.

2. Konsumen memerlukan sarana atau cara hukum tersendiri sebagai
upaya melindungi atau memperoleh haknya.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah
menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti
bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan
Konsumen memiliki sanksi pidana. Singkatnya, bahwa segala upaya yang
dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakna
preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang

diberikan kepada konsumen.'®

15 Zulham,op.cit, him.22
16 Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Jakarta, Visimedia,2008, him.4
17 Husni S dkk, Hukum Perlindungan Konsumen, bandung, Mandar Maju, 2000, him.14
18 Zulham, op.cit, him.22
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2.1.2 Asas Perlindungan Konsumen

Selain tujuan dari bidang-bidang hukum yang mengatur perihal perlindungan
konsumen dan dua macam kebijakan umum yang dapat ditempuh, juga terdapat
prinsip-prinsip pengaturan di bidang perilindunga konsumen. Undang-undang
perlindungan konsumen menyebutkan lima prinsip pengaturan yang dikaitkan dengan
asas-asas adapun asas-asas pembangunan nasional, yaitu asas manfaat, keadilan,
keseimbangan, keamanan, dan keselamatan, serta kepastian hukum.!® Asas-asas
Perlindungan Konsumen tertuang dalam pasal 2 UUPK yang menyatakan bahwa
Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan
keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.
Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima)
asa yang relevan dalam pembangunan nasional,yaitu :2°

1. Asas Manfaat
Asas ini dimaksudkan untuk mengamatkan bahwa segala upaya dalam
menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan
manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku
usaha secara keseluruhan.

2. Asas Keadilan
Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh  haknya dan
melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas Keseimbangan
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara
kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti
materiil ataupun spiritual.

4. Asas Keamanan dan Keselematan Konsumen
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan
keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan
pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

19 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta, 2006, Edisi Revisi, him.60
20 Ahmad Miru dkk, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, 2011, Raja Grafindo Persada,
him.25
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5. Asas Kepastian Hukum
Asas ini  dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen
menaati hukum dan memperoleh keadlian dalam penyelenggaraan
perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

2.1.3 Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan terhadap kepentingan konsumen pada dasarnya sudah

diakomodasi oleh banyak perangkat hukum sejak lama.?> Ahmad Ali mengatakan

bahwa masing-masing undang-undang memiliki tujuan khusus.?? Hal itu juga tampak

dari pengaturan Pasal 3 UUPK yang mengatur tujuan perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen memeliki Tujuan sebagai berikut :

1.

Meningkatkan kesadaran, kemampuann dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri;

Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya daru
ekses negative pemakaian barang dan/atau jasa;

Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian
hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam
berusaha;

Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usasa
produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan

keselamatan konsumen.

21 Sri Redjeki Hartono, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, him.147
22 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Chandra Pratama, Jakarta. 1996, him.95
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2.2 Konsumen
2.2.1  Pengertian Konsumen

Praktis sebelum tahun 1999, hukum positif Indonesia belum mengenal istilah
Konsumen. Kendati demikian, hukum positif Indonesia berusaha untuk menggunakan
beberapa istilah yang pengertiannya berkaitan dengan konsumen.?® Istilah konsumen
berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau
consument/konsument (Belanda). Pengertian dari consumer atau consument itu
tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata consumer adalah
(lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.

Inosentius Samsul menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai
akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh dari cara lain, seperti
pemberian, hadiah, dan undangan. Marian Darus Badrul Zaman Mendefinisikan
dengan cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakawanan Belanda,
yaitu?® “Semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil”.

Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, para ahli
hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai, pemakai produksi
terakhir dari benda dan jasa (uiteindelijke gebruiker van goederen en diensten). Dengan
rumusan itu, Hondius ingin membedakan anataa konsumen bukan pemakai terakhir
(konsumen sementara) dan konsumen pemakai terakhir. Konsumen dalam arti luas
mencakup Kriteria itu, sedangkan konsumen dalam arti sempit hanya mengacu pada
konsumen pemakai terakhir.?

Muhammad dan Aimin, mendefinisikan konsumen berangkat dari pandangan
atau konsep Islam terhadap harta, hak dan kepemilikan dengan transaksi atau tidak,
yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam Islam. Definisi

Konsumen tersebut adalah :%’

23 Zulham, op.cit. him.13
24 Celina Tri Siwi Kristiyanti, op.cit, him.22
25 Zulham, op.cit, him.16
% Shidarta, op.cit, him.3
27 Zulham, op.cit, him.18
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“Setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda

atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakain

terakhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya.”

ini dapat dijumpai salam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Pengertian
Konsumen jelas lebih luas daripada pembeli. Luasnya penegertian konsumen
dilukiskan secara sederhana oleh mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy

dengan mengatakan, “Consumers by definitions include us all .

Istilah lainnya yang agak dekat dengan konsumen adalah “pembeli”. Istilah

99 28

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

yang selanjutnya disebut UUPK mendefinisikan Konsumen sebagai :

“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa Yyang tersedia dalam

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,

maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan”.

Berdasarkan dari beberapa pengertian konsumen yang telah dikemukakan sebelumnya,

maka konsumen dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) pemngertian ;?°

a.

b.

Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa
yang digunakan untuk tujuan tertentu;

Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang
dan/atau yang digunakan untuk di perdagangkan /komersial. Melihat
pada sifat penggunaan barang dan/atau jasa tersebut, konsumen anatara
ini sesungguhnya adalah pengusaha, baik pengusaha perseorangan
maupun pengusaha berbentuk badan hukum atau tidak, baik pengusaha
swasta maupun pengusaha public (perusahaan milik Negara), dan dapat
terdiri dari penyedia dana (investor), pembuat produk akhir yang
digunakan oleh konsumen akhir atau produsen, atau penyedia atau
penjual produk akhir seperti supplier, distributor, atau pedagang;
Konsumen akhir setiap orang alami (naturelijke persoon) yang
mendapatkan barang dan/atau jasa, yang digunakan untuk tujuan
memenuhi kebutuhan hidup pribadinya, keluarga, dan/atau rumah
tangganya dam tidak untuku diperdagngkan kembali.

28 Susanti adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa konsumen Ditinjau dari Hukum Acara

Serta Kendala Implementasinya, Jakarta, Kencana, Prenada Media Group, 2008, him.60
29 Sysanti Adi Nugroho, op.cit, him.62
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Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah end
user/pengguna terakhir, tanpa si konsumen merupakan pembeli dari barang dan/atau
jasa tersebut.

2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum.
Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi
yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih hak-
haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain perlindungan konsumen sesungguhnya
identic dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.

Ada delapan hak yang secara eksplisit dituangkan dalam Pasal 4 Undang-
undang Perlindungan Konsumen, sementara satu hak terakhir dirumuskan secara
terbuka. Hak-hak konsumen itu ialah sebagai berikut :3t

a. Hak atas kenyamanan, kemananan, dan keselematan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa;

b. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa;

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan;

e. Hak untuk mendapatka advokasi perlindungan konsumen secara patut;

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serat tidak
diskriminatif;

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya;

I. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Selain hak-hak yang telah disebutkan tersebut, ada juga hak untuk dilindungi

dari akibat negative persaingan curang. Hal ini berangkat dari pertimbangan bahwa
kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering dilakukan secara tidak jujur, yang

dalam hukum dikenal dengan terminology “persaingan curang” (unfair competition)

30 Celina, op.cit, him.29
31 Shidarta, op.cit, him.21
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atau “persaingan usaha tidak sehat”.3? Selain memperoleh hak-hak tersebut, menurut
Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
konsumen juga memiliki kewajiban untuk:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselematan.

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara
patut.

2.3 Pelaku Usaha
2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pembangunan ekonomi sangat ditetukan oleh keberhasilan dibidang sector
riil. Untuk mencapai keberhasilan disektor riil, diperlukan pemberdayaan usaha
ekonomi yang melibatkan pelaku usaha. Menurut undang-undang Perlindungan
Konsumen, pelaku usaha adalah.

“Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

Dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 UUPK cukup luas karena meliputi grosir,
leverensir, pengecer, dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam
UUPK tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam
masyarakat Eropa terutama Negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasikan
sebagai produsen adalah pembuat produk jadi (finished product); penghasil bahan
baku; pembuat suku cadang; setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai
produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanpa pengenalan tertentu, atau tanda

lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu; importir suatu

32 Ningrum Natasya Sirait, Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Medan, Pustaka
Bangsa Press, 2003, him.20

33 Burhanuddin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal, Uin-Maliki
press. Malang. 2011, him.10
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produk dengan maksud untuk dijualbelikan,disewakan, disewagunakan (leasing) atau
bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok (supplier), dalam hal
identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.®*

Dengan demikian tampak bahwa pelaku usaha yang dimaksudkan dalam
Undang-Undang Perlindungan Konsumen sama dengan cakupan produsen ya dikenal
di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum. Dalam
pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eportir atau pelaku usaha di luar
negeri karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum vyang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik

Indonesia.3®

2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Untuk menciptkan kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha dan sebagai
keseimbangan atas hak-hak yang diberikann kepada konsumen, pelaku usaha juga
memiliki hak. Dalam kegiatan usaha, undang-undang memberikan sejumlah hak dan
membebankan sejumlah kewajiban dan larangan kepada pelaku usaha. Pengaturan
tentang hak, kewajiban dan larangan itu dimaksudkan untuk menciptakan hubungan
yang sehat antara pelaku usaha dan konsumennya. Sekaligus menciptakan iklim
berusaha yang kondusif bagi perkembangan usaha dan perekonomian nasional pada
umumnya.®

Dalam pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Produsen disebut
sebagai Pelaku Usaha yang mempunyai hak sebagai berikut :

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen
yang tidak beritikad baik;

3 Ahmadi Miru, op.cit, him.8

% Ibid, him.9

% Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti,
2014, him.71
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C.

Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam
penyelesaian hukum sengketa konsumen;

Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum
bahwa kerugian konsume tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jada
yang diperdagankan;

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.

20

Sebagai kosekuensi adanya hak pelaku usaha, pelaku usaha juga memiliki

kewajiban, kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 7 UUPK yang menyebutkan berbagai

kewajiban dari pelaku usaha, yaitu :

a.
b.

Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan
penggunaan perbaikan dan pemeliharan;

Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif;

Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau
jasa yang berlaku;

Memeberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serat memberi jaminan
dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang
diperdagangkan;

Memberi kompensasi, ganti rugi dam/atau penggantian atas kerugian
akibat penggunaaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau
jasa yang diperdagangkan.

Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan
perjanjian.

Tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen

merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam

kasusu-kasus pelanggaran konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis

siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab tersebut

dibebankan kepada pihak yang terkait.3’

37 Celine Tri Siwi Kristiyanti, op.cit, him.43
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Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan
kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam
melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Dalam UUPK tampak bahwa
itikad baik ditekankan kepada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam
melakukan semua kegiatan usahanya sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban
pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancng/diproduksi sampai
pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik
dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja
disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak
barang dirancang atau diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi
konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen dimulai pada saat

melakukan transaksi dengan produsen.3®

2.4 Produk Makanan
2.4.1  Pengertian Produk

Dalam Bisnis, produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan.
Dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan
bisa memuaskan sebuah keinginan dan kebutuhan.3® Sebagian besar pendapatan suatu
perusahaan berasal dari produk yang dijualnya kepada para konsumen, konsumen akan
membeli produk tersebut untuk keperluannya sehari-hari, maupun untuk memenunhi
kepuasannya, saat ini banyak sekali perusahaan yang berpendapat bahwa konsumen

lebih menyukai produk yang harganya relatif murah tapi memiliki kualitas baik.*°

38 Ahmad Amiru, op.cit, him.54

%9 Kolter, P., Armstrong, G., Brown, L., and Adam, S. (2006) Marketing, 7" Ed. Pearson
Education Australia/Prentice Hall.

40 Samhis Setiawan, 27 Januari 2020, Pengertian Produk-Konsep, Tingkat, Campuran,
Klasifikasi, Ciri, Contoh, Para Ahli, Diakses dari https:/www.gurupendidikan.co.id/pengertian-
produk/, diakses pada 11 Maret 2020, pukul 20.45 WIB.
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2.4.2  Pengertian Makanan

Makanan yaitu bahan yang biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan, yang
dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan tenaga dan nutrisi. Cairan yang
dipakai untuk dimaksud ini sering disebut dengan minuman, tetapi kata "'makanan’ juga
dapat dipakai. Istilah seperti ini dipakai dengan kiasan, seperti “makanan untuk
pemikiran”. Kecukupan makanan bisa dinilai dengan status gizi secara antropometri.
Makanan adalah segala sesuatu yang memiliki mengandung gizi yang seimbang,
mengandung serat dan zat-zat yang diperlukan tubuh untuk proses tumbuh kembang.
Menu makanan sehat harusnya kaya akan unsur zat gizi seperti karbohidrat, protein,
mineral, vitamin, serta sedikit lemak tak jenuh, dan lebih tepatnya disingkat dengan
nama menu 4 sehat 5 sempurna.*!
Di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan
menjelaskan bahwa :

“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan
air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai
makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan
tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan
dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau
minuman.”
2.4.3  Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)

HACCP merupakan suatu sistem manajemen pengawasan dan pengendalian
keamanan pangan secara preventif yang bersifat ilmiah, rasional dan sistematis
dengan tujuan untuk mengidentifikasi, memonitor dan mengendalikan bahaya (hazard)
mulai dari bahan baku, selama proses produksi/pengolahan, manufacturing,
penanganan dan penggunaan bahan pangan untuk menjamin bahwa bahan pangan

tersebut aman bila dikonsumsi.*?

41 Materi Pertanian, 28 November 2018, Pengertian Makanan, Jenis, Fungsi, dan Contohnya,
Diakses dari https://dosenpertanian.com/pengertian-makanan/, Diakses pada 11 Maret 2020, pukul
21.22WIB.

42 Ir. Sere Saghranie Daulay, M.Si, Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan
Implementasinya dalam Industri Pangan, Jakarta, Widyaiswara Madya Pusdiklat Industri, him.5
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Sistem HACCP dapat dikatakan pula sebagai alat pengukur atau pengendali
yang memfokuskan perhatiannya pada jaminan keamanan pangan, terutama sekali
untuk mengeleminasi adanya bahaya (hazard) yang berasal dari bahaya mikrobiologi
(biologi), kimia dan fisika ; dengan cara mencegah dan mengantisipasi terlebih dahulu
daripada memeriksa/menginspeksi saja.*®

Bagi Industri pengolahan pangan, sistem HACCP sebagai sistem penjamin
keamanan pangan mempunyai kegunaan dalam hal, yaitu : (1) Mencegah penarikan
produk pangan yang dihasilkan, (2) Mencegah penutupan pabrik, (3) Meningkatkan
jaminan keamanan produk, (4) Pembenahan dan pembersihan pabrik, (5) Mencegah
kehilangan pembeli/pelanggan atau pasar, (6) Meningkatkan kepercayaan konsumen
dan (7) Mencegah Pemborosan biaya atau kerugian yang mungkin timbul karena
masalah keamanan produk.** Pendekatan HACCP dalam industri pangan terutama
diarahkan terhadap produk pangan (makanan) yang mempunyai resiko tinggi sebagai
penyebab penyakit dan keracunan, yaitu makanan yang mudah terkontaminasi oleh
bahaya mikrobilogi, kimia, dan fisika.*

Pada dasarnya untuk merancang dan menerapkan sistem HACCP dalam
industri pangan perlu mempertimbangkan pengaruh berbagai hal terhadap keamanan
pangan, misal : bahan mentah, ingredient dan bahan tambahan, praktek pengolahan
makanan, peranan proses pengolahan dan pengendalian bahaya, cara mengkonsumsi
produk, resiko masyarakat konsumen, dan keadan epidemiologi yang menyangkut
keamanan pangan.*®

Kemudian untuk memperoleh program yang efektif dan menyeluruh dalam
penerapan/implementasi HACCP perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut :#

1. Komitmen Manajemen, Keberhasilan penerapan/implementasi
sistem HACCP sangatlah tergantung pada manajemen sebagal

3 1bid, him.6
* 1bid, him.6
* 1bid, him.6
%6 1bid, him.18
" 1bid, him.18
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penanggung jawab tertinggi. Mereka harus menyatakan komitmen
melalui kata-kata dan tindakan.

Pembentukan Tim HACCP, Setelah Pimpinanan Puncak
mempunyai komitmen manajemen terhadap program keamanan
pangan, maka mereka membentuk tim HACCP yang bertugas dan
bertanggung jawab dalam hal perencanaan, penerapan dan
pengembangan sistem HACCP.

Pelatihan Tim HACCP, Individu personil yang terpilih dalam tim
HACCP kemudian diberi pelatihan mengenai prinsip-prinsip HACCP
dan cara implementasinya (misalnya tentang hazard dan analisisnya,
peran titik kendali kritis dan batas kritis dalam menjaga keamanan
pangan, prosedur monitoring dan tindakan koreksi yang harus
dilakukan seandainya ada penyimpangan CCP, prosedur dokumentasi
HACCP dan lain-lain).

Diskripsi Produk, Tim HACCP yang telah dibentuk dan susunan
selanjutnya  harus  mendiskripsikan/menggambarkan  secara
menyeluruh terhadap produk pangan yang akan dibuat/diproduksi.
Identifikasi Penggunaan/Konsumennya, Kemudian Tim HACCP
harus mengidentifikasi tujuan penggunaan produk. Tujuan
penggunaan produk harus didasarkan pada konsumen atau pengguna
akhir dari produk tersebut.

Penyusuan Bagan/Diagram Alir Proses, Bagan/diagram alir proses
harus disusun oleh tim HACCP. Setiap tahap dalam proses tertentu
harus dianalisis untuk menyusun bagan alirnya.

Menguji dan Memeriksa Kembali Diagram Air Proses, Tim
HACCP harus menguji dan memeriksa kembali diagram alir proses
yang sudah dibuat

Menerapkan Tujuh Prinsip HACCP.

24

Ketujuh prinsip dasar penting HACCP yang merupakan dasar filosofi HACCP

tersebut adalah :

1.

2.

Analisis bahaya (hazard Analysis) dan penetapan resiko beserta cara
pencegahannya.

Identifikasi dan penentuan titik kendali kritis (CCP) di dalam proses
produksi.

Penetapan batas kritis (Critical Limits) terhadap setiap CCP yang telah
teridentifikasi.

Penyusunan prosedur pemantauan dan persyaratan untuk memonitor
CCP.

*8 1bid, him.9
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5. Menetapkan/menentukan tindakan koreksi yang harus dilakukan bila
terjadi penyimpangan (diviasi) pada batas kritisnya.

6. Melaksanakan prosedur yang efektif untuk pencatatan dan
penyimpanan datanya (Record Keeping)

7. Menetapkan prosedur untuk menguji kebenaran.

Keberhsilan dalam penerapan HACCP membutuhkan tanggung jawab penuh
dan keterlibatan manajemen serta tenaga kerja. Keberhasilan penerapan HACCP juga

membutuhkan kerjasama tim yang baik.*

2.5 Industri Rumah Tangga
2.5.1 Pengertian Industri Rumah Tangga

Pengertian usaha kecil secara jelas tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, yang dimaksud usaha kecil adalah usaha
dengan kekayaan bersih paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling
banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliyar lima ratus juta rupiah)

Industri Rumah Tangga merupakan bentuk industri yang diklasifikasikan
dalam jumlah tenaga kerja yang digunakan. Pengertian industri rumah tangga adalah
industri yang menggunakan tenaga lebih dari empat orang. Industri dalam bentuk ini
memiliki modal yang terbatas, namun cukup menjanjikan omset yang diperoleh jika

bentuk usaha yang dijalankan memiliki pasar yang baik.*

2.5.2  Jaminan Usaha Produk Olahan Industri Rumah Tangga

Sertifikat Produksi Pangan — Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) adalah
jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota — melalui Dinas Kesehatan —
terhadap pangan hasil produksi Industri Rumah Tangga yang telah memenunhi
persyaratan dan standar keamanan tertentu, dalam rangka produksi dan peredaran

produk pangan. Dengan kata lain, SPP-IRT memiliki fungsi sebagai izin edar suatu

49 Ibid, him.21
50 https://www.anneahira.com/industi-rumah-tangga.htm diakses pada tanggal 12 Maret 2020
pada pukul 01.14 WIB.
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produk pangan, dimana setelah memiliki SPP-IRT produk tersebut dapat secara legal
diedarkan atau dipasarkan, baik dengan cara dititipkan atau dijual langsung ke
masyarakat luas. Oleh karena itu, memiliki SPP-IRT dapat mengedarkan produknya
dengan jalur distribusi yang lebih luas, khususnya jika ingin menitipkan produknya di
took-toko modern yang sudah terkenal dan memiliki basis konsumen tetap yang

besar.*!

2.5.3 Tata Cara Mendapatkan SPP-IRT
Untuk mendapat ijin produksi makanan dan/atau obat di dinas kesehatan,
haruse memenihi syarat administratif, yaitu :>

1. Surat permohonan ijin produksi makanan atau minuman kepala Dinas

Kesehatan.

Data produk makanan atau minuman yang diproduksi Sampel Hasil.

Produksi makanan atau minuman yang diproduksi.

4. Label yang akan dipakai pada produk makanan atau minuman yang
dirpoduksi (label atau merek yang kemudian akan dikoreksi dan
dicocokkan dengan produk dan proses produksi. Jika da
ketidakcocokan akan disesuaikan oleh petugas dari Dinas Kesehatan).
Peta lokasi produksi.

Salinan KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan.

Pas foto pemilik berwarna 3x4.

Untuk produksi minuman, disertai dengan hasil pemeriksaan
laboratorium air baku.

Prosedur pengurusan ijin produksi makanan atau minuman adalah sebagai

berikut :

w

o No o

1. Pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas
Kesehatan dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

2. Mempelajari surat permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang

telah ditentukan.

51 https://www.ukmindonesia.id/baca-izin/694 diakses pada tanggal 12 Maret 2020 pada pukul
11.33 WIB.

52 https://www.irmadevita.com/2009/usaha-home-industry-makanan-minuman-dan-obat-obatan/
diakses pada tanggal 13 Maret 2020 pada pukul 10.00 WIB.
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Pemohon diwajibkan mengikuti penyuluhan keamanan pangan secara kolektif.
Pemeriksaan setempat sarana produksinya.

Memberikan pertimbangan terhadap permohonan ijin yang diajukan.
Menyusun konsep ijin dan meneruskan kepada yang berhak menandatangani
berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Menandatangani konsep ijin.

Menyampaikan surat keputusan ijin kepad pemohon.

Setelah permohonan diajukan, kemudian Dinas Kesehatan akan melakukan
penyuluhan produksi pangan sesuai standar kepada pemohon. Selama
penyuluhan dan pelatihan ini, pihak Dinas Kesehatan juga akan meninjau lokasi

produksi.
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BAB VI
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai Industri Rumah Tangga di Indonesia pada dasarnya tidak

memiliki peraturan secara eksplisit tapi bukan berarti tidak ada peraturan yang
mengatur mengenai Industri Rumah Tangga di Indonesia. Pengaturan Industri
Rumah Tangga terdiri dari beberapa produk hukum antara lain Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Undang-
undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan dan
Peraturan Kepala BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian
Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga. Namun tidak dapat dipungkiri
bahwa masih banyak produsen makanan atau minuman Industri Rumah Tangga
yang tidak tau mengenai peraturan yang sudah dibuat tersebut atau tau tapi tidak
mengindahkan peraturan tersebut. Hal ini bukan tanpa sebab, kurangnya
pengawasan dari pihak terkait seperti BPOM serta Dinas Kesehatan setempat
akan produk makanan yang dibuat oleh Industri Rumah Tangga dan kurangnya
tindakan tegas atau sanksi yang diberikan terhadap produsen sehingga
berdampak pada kerugian yang diterima oleh para konsumen. Peraturan yang
mengatur industri rumah tangga memang tidak dari satu produk hukum, namun
dari semua peraturan tersebut saling melengkapi dan membutuhkan untuk
memenuhi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.

Pengaturan keamanan pangan di dalam Industri Rumah Tangga adalah bagian
yang paling penting dalam suatu produk pangan karena mencakup dari berbagai

hal keamanan seperti produk makanan atau minuman itu sendiri, keamanan
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kemasan yang dipakai serta informasi kandungan yang harus dicantumkan di
kemasan suatu produk yang dibuat. Di Indonesia sendiri peraturan keamanan
pangan sudah diatur dalam beberapa aturan seperti Undang-undang Nomor 18
Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
Adapun tujuh penyelenggaraan keamanan pangan menurut Pasal 69 Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yaitu 1). Sanitasi pangan, 2).
Pengaturan terhadap bahan tambahan pangan, 3). Pengaturan terhadap pangan
produk rekayasa genetik, 4). Pengaturan terhadap iradiasi pangan, 5).
Penetapan standar kemasan pangan, 6). Pemberian jaminan keamanan pangan
dan mutu pangan dan, 7). Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.
Tentu para pelaku usaha harus membuat makanan atau minuman sesuai standar
yang dibuat oleh pemerintah tentu untuk menciptakan rasa keamanan dan
kenyamanan. Dan dengan produsen membuat produk makanan atau minuman
sesuai standar yang telah ditetapkan maka itu juga menunjang untuk
mendapatkan Surat Izin Edar produk makanan olahan Industri Rumah Tangga.
Membangun standar keamanan pangan Insutri Rumah Tangga pada dasarnya
tidak dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja, namun butuh kerjasama atas
pihak-pihak terkait seperti BPOM, Dinas Kesehatan, Produsen serta
Konsumen. Hal ini dapat berjalan dengan baik apabila pihak-pihak tersebut
dapat bekerja sama dan saling menjaga. Hal-hal yang dapat membangun standar
keamanan pangan ialah dengan peningkat kualitas SDM untuk mengetahui dan
mematuhi hal-hal apa saja yang diperbolehkan dipakai di produk pangan olahan
serta apa saja yang dilarang di dalam produk pangan olahan, pembinaan dan
pendampingan untuk cara praktek pengolahan yang baik dan benar serta adanya
sanitasi yang baik, akses terhadap fasilitas yang dibutuhkan oleh pihak
produsen, pengembangan bahan tambahan pangan yang aman dan peningkatan

akasesnya dan pengawasan serta inspeksi yang dilakukan secara rutin oleh
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pihak terkait untuk mengurangi kecurangan terhadap produk industri rumah

tangga.

Saran

Pemerintah harus membuat peraturan tentang Industri Rumah Tangga secara
spesifik dan menjadi suatu kesatuan untuk menunjang keamanan pangan serta
peraturan yang lebih jelas. Disamping membuat peraturan mengenai Industri
Rumah Tangga pemerintah juga harus melakukan tindakan tegas terhadap
pelanggar yang melanggar aturan untuk memberi efek jera secara nyata. Karna
pada kenyataannya masih banyak para pelaku usaha yang tidak tau atau tidak
peduli terhadap peraturan tersebut karena kurangnya sanksi yang diberikan
terhadap pelanggar. Serta membuat pengawasan dan inspeksi rutin dikawasan
Industri Rumah Tangga untuk menelan para produsen yang curang tentu hal ini
dilakukan untuk melindungi konsumen seperti amanat dari UU nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pemerintah harus memperhatikan keamanan pangan yang beredar di
masyarakat. Masih banyak yang harus di perbaiki mulai dari pengawasa serta
sanksi yang diberikan apabila pelaku usaha Industri Rumah Tangga melanggar
perauran yang ada. Maka dari itu disamping adanya peraturan mengenai
keamanan pangan khususnya Industri Rumah tangga serta ada standar yang
harus dipatuhi oleh produsen, pemerintah atau instansi terkait harus
mengoptimalkan Uji Kelayakan pangan yang akan diedarkan serta melakukan
pengawasan terhadap Insdustri Rumah Tangga yang belum mendaftarkan
produknya terhadap Dinas Kesehatan.

Pemerintah Harus membuat mekanisme baru untuk membangun standar
Industri Rumah Tangga, dengan membuat peraturan yang di khususukan untuk
IRTP itu sendiri. Maka dari itu untuk meningkatkan standar keamanan makan
pemerintah diharapkan menyediakan fasilitas yang mendukung produk

makanan agar daya simpannya lebih lama tanpa bahan pengawet seperti alat
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pendingin di sentra penjualan seperti pasar. Serta diharpkan pemerintah untuk
memberi edukasi terhadap produsen serta meningkatkan daya sumber manusia

untuk saling peduli terhadap kesehatan masyarakatnya.
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